
x

ABSTRAK

Dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
ASN serta Pasal 254 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
menyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala
Daerah atau Wakil Kepala Daerah harus mengundurkan diri dari status Pegawai
Negeri Sipil nya. Akan tetapi, dalam Pasal 261 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS khususnya dengan adanya frasa “ditolak” telah terjadi
pembatasan hak warga negara khususnya Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi
hak yang sama dalam pemerintahan yakni dalam rangka pencalonan sebagai
Kepala Daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun
pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai hak pengunduran diri ASN dalam rangka
pencalonan sebagai kepala daerah, ASN yang PNS mempunyai hak bahkan wajib
mengundurkan diri terlebih dahulu dari status PNS-nya. Bentuk perlindungan hak
hukum bagi PNS yang pengundurannya ditolak, maka dapat melakukan upaya
hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN. Agar kasus terkait penolakan
terhadap pengunduran diri PNS tidak terulang kembali. Maka untuk melindungi
haknya tersebut maka ketentuan terkait Pasal 261 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun
2017 tentang manajemen PNS khususnya frasa “ditolak” dihapuskan.
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ABSTRACT

In Article 119 and Article 123 paragraph (3) of Law Number 5 Year 2014
concerning ASN and Article 254 PP Number 11 Year 2017 concerning
Management of Civil Servant states that, Civil Servant who nominate himself as
Head of Region or Deputy Head of Region must resign from His Civil
Servantstatus. However, in Article 261 Paragraph (2) of Government Regulation
Number 11 Year 2017 concerning the Management of Civil Servants especially
dealing with the existence of the phrase "rejected", it makes a limitation of the
right of citizens, especially Civil Servants, to fulfill the same rights in government
in the nomination as Regional Head.

The regulation about resignition of ASN in the district head of nomination,
ASN which have PNS status has right and compulsary to resign from his/her PNS
status. The research method belongs to normative research. While for the
approach, it belongs to legislation approach.

Legal right protection form for the civil servants, whose resignation is
rejected, then can make legal efforts by filing a lawsuit to the Administrative
Court (PTUN). So that cases relating to the rejection of the civil servant
resignation does not appear in the subsequent time. Therefore, in order to protect
their rights, the writer suggestthe Article 261 paragraph (2) of Government
Regulation Number 11 Year 2017 concerning the management of civil servants,
especially the phrase "rejected" are put an end to the regulation.
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MOTTO

“Laa Tahzan Innallaaha Ma’ana”

[ Q.S. At Taubah Ayat 40 ]

“Bukan kecerdasanmu, melainkan sikapmulah yang akan
mengangkatmu dalam kehidupan”

[ Nabi Muhammad SAW ]

“Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang.
Jika engkau tak tahan lelahnya belajar, engkau akan menanggung

perihnya kebodohan”

[ Imam Syafi’i ]

“Belajar tanpa berfikir itu tidaklah berguna, tapi berfikir tanpa
belajar itu sangatlah berbahaya”

[ Ir. Soekarno ]

“Kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap
kenyataan, asalkan kau yakin dijalan yang benar, maka lanjutkan!”

[ K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur)]

“Hidup adalah pengabdian dan proses. Barokah, Ilmu dan
Pengalaman adalah Kunci dari kata Selamat dan Sukses”.

[ Zainur Raziqin ]
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